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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yang muncul akibat
penggunaan jasa layanan pinjam meminjam berbasis financial technology Illegal.
Regulasi hukum yang ada saat ini seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Infomasi hanya terbatas pada
penggunaan fintech yang telah terdaftar pada OJK saja. Padahal permasalahan
banyak muncul dari pengguna yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam
Illegal.

Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Perlindungan Hukum
bagi Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Illegal 2) Bagaimana Praktik
Penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis financial Technology
Illegal ? 3) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengguna jasa layanan
pinjam meminjam uang berbasis financial Technology Illegal ? Adapun yang
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan dan
menganalisis perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa Layanan pinjam
meminjam uang berbasis financial Technology Illegal 2) Untuk mendeskripsikan
dan menganalisis praktik penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang
berbasis financial Technology Illegal. 3) Untuk mendeskripsikan dan
menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengguna jasa layanan pinjam
meminjam uang berbasis Financial Tehnology Illegal.

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yurisdis-
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai
korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat
penulisan pustaka (library reseach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan Pinjam Meminjam
berbasis Financial Technology diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor
18/SEOQJK.02/2017, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013. sedang pengguna
layanan Peer to Peer Lending Illgal, untuk saat ini mengunakan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 sebagai regulasi hukumnya.
Pada layanan Pinjam Meminjam / Peer to Peer Lending (P2PL) Illegal sangat
mudah untuk mendapatkan pinjaman, dan tidak adanya pengawasan dari OJK
menyebabkan perusahaan fintech P2P Lending Illegal bertindak semaunya
sendiri, tanpa memandang keamaan privasi customer. Semua praktik muamalah
diperbolenkan  dalam Islam, selama membawa kemaslahatan. Pada



perlindungannya Islam menggunakan prinsip ganti kerugian akibat penggunaan
layanan peer to peer lending lllegal yang disebut dengan Dhamman al-Maghrur,
bahwa dalam hukum setiap pengguna yang menjadi korban diberikan
perlindungan dan mendapatkan ganti akibat kerugian tersebut.
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This research is motivated by the problems that arise due to the use of loan
services based on lllegal financial technology. Current legal regulations such as
POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending and
Borrowing Services is only limited to the use of fintechs that have been registered
with OJK. Though many problems arise from users who use lllegal Borrowing
and Lending Services.

The formulations of problem in this research are:1) How is Legal
Protection for Illegal Borrowing and Lending Service Users? 2) How is the
Practice of Using lllegal Technology financial services? 3) how is the Islamic
Law review of users of lending and borrowing services based on lllegal
Technology financial? The objectives of this research are: 1) To describe the
Legal Protection for Illegal Borrowing and Lending Service Users. 2) To describe
the Practice of Using lllegal Technology financial services. 3) To describe the
Islamic Law review of users of lending and borrowing services based on Illegal
Technology financial.

The research method used jurisdiction-normative research that is legal
research conducted by examining library materials in the form of books,
magazines, and regulations that have a correlation to the discussion of the
problem, so that this writing is also in the form of library research (library
reseach).

The results of this research indicate that Financial Technology-based
Lending and Borrowing services are regulated by the Financial Services Authority
(POJK) Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016, OJK Circular Letter (SEOJK)
number 18 / SEOJK.02 / 2017, and POJK Number 1 / POJK .07/2013. while the
user of the Peer to Peer Lending Illgal service, for now uses the Consumer
Protection Act, Law No. 8 of 1999 as a legal regulation. In Illegal's Peer to Peer
Lending (P2PL) service, it is very easy to get a loan, and the lack of supervision
from the OJK causes the P2P Lending Illegal fintech company to act on its own
accord, regardless of the customer's privacy. All muamalah practices are
permissible in Islam, as long as it brings benefit. In its protection, Islam uses the
principle of compensation due to the use of Illegal peer to peer lending service,
called Dhamman al-Maghrur, that in law every user who is a victim is given
protection and gets compensated for the loss.
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